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Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum
Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Kg) disebutkan bahwa â€œBadan usaha yang rnendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian
LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikroâ€•. Pengertian rumah
tangga dalam lingkup peraturan ini yaitu rumah tangga miskin yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari                                Rp
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Namun di Kabupaten Aceh Besar,
khususnya di Kecamatan Montasik dapat diketahui masih adanya konsumen (rumah tangga miskin) yang tidak mendapatkan
haknya memperoleh LPG Tabung 3 Kg.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak konsumen miskin untuk mendapatkan LPG tabung 3
kilogram, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap hak konsumen miskin untuk mendapatkan LPG tabung 3
kilogram dan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen miskin untuk mendapatkan
LPG tabung 3 kilogram.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field
research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan
perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen miskin untuk mendapatkan LPG tabung 3
kilogram belum maksimal, dikarenakan masih adanya konsumen miskin yang tidak mendapatkan LPG pada saat pendistrubusian.
Faktor penghambat hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak konsumen miskin yaitu faktor adanya kesalahan dari pihak
pangkalan penyalur dalam menentukan jumlah konsumen, kurangnya pengawasan instansi terkait, faktor ekonomi dan kurangnya
pengetahuan masyarakat miskin terkait dengan haknya. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
hak konsumen miskin untuk mendapatkan LPG tabung 3 kilogram yaitu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Besar dengan mendesak pihak terkait untuk meningkatkan pengawasannya dalam pendistribusian LPG. Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupten Aceh Besar melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan terkait
pendistribusian LPG 3 kilogram. 
Disarankan kepada pihak Pertamina Wilayah Aceh agar menambahkan kuota LPG 3 Kg di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka
memenuhi kebutuhan konsumen miskin. Disarankan kepada pelaku usaha melakukan pendistribusian dan pemasaran LPG 3 Kg
dengan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.
